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ABSTRAK 

 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun 2012-2032. Menurut Pasal 32 ayat (2) Perda No.8 Tahun 2012, lokasi yang dijadikan 

kegiatan pertambangan batu dan pasir PT. Ryu Putra Perkasa, merupakan kawasan 

budidaya tanaman pangan. PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi sejak tahun 2017, setelah 

berlakunya Perda RTRW Rejang Lebong. Wilayah penambangan PT. Ryu Putra Perkasa, 

berada di dalam kawasan budidaya tanaman pangan. Ini melanggar ketentuan RTRW 

RejangLebong. Hal ini lah yang melantar belakangi penulis untuk melakukan penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan meliputidata 

primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran 

Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 dalam kasus pertambangan Batuan 

di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup pada tahun 2022 sudah dijatuhkan sanksi 

administratif berupa yaitu pemberian teguran tertulis, yang tindaklanjuti dengan sanksi 

penghentian sementara kegiatan. Pemerintah Rejang Lebong memasang portal untuk 

membatasi masuknya mobil truk ke lokasi pertambangan. Penutupan berlangsung sekitar 8 

bulan. Setelah itu PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi kembali sampai sekarang dengan dasar 

izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang diterbitkan pemerintah pusat. Sejak PT. Ryu Putra 

Perkasa beroperasi kembali dengan izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022, pemerintah Rejang 

Lebong belum melaksanakan penegakan Perda RTRW, pihak penegak Perda (Pol PP Rejang 

Lebong), mau menindak, namun belum ada perintah dari Bupati. Faktor penghambat 

penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

Nomor 8 Tahun 2012 dalam kasus Pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih 

Kecamatan Curup, terutama disebabkan bahwa PT.Ryu Putra Perkasa, sudah memiliki izin 

No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang diterbitkan pemerintah pusat melaluisistem perizinan 

online, sehingga Pemerintah Daerah Rejang Lebong tidak dapat bertindak cepat 

menyelesaikan pelanggaran tersebut, karena harus berkoordinasi dengan pemerintah 

pusat/Gubernur wakil pemerintah pusat di daerah, yang menerbitkan izin tambang bagi PT. 

Ryu Putra Perkasa. 

 

Kata Kunci : Hukum, Tata Ruang, Tambang  
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang yang mengatur tentang penyusunan rencana tata 

ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Di wilayah 

Kabupaten khususnya di Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. 

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai umum, tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, 

rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan 

pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, hak, 

kewajiban dan peran masyarakat. 

Bahwa terhadap penataan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong 

sebagaimana berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, yang berbunyi Kawasan 

peruntukan pertambangan sebagaimana dimakdud daam Pasal 30 huruf d, 

adalah pertambangan mineral dan barubara yang terdapat di Kecamatan 

Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, 

Binduriang, Padang Ulak Tanding dan kota Padang. 

Berdasarkan pasal di atas, kegiatan pertambangan yang dapat di 

peruntukan menjadi kawasan pertambangan mineral dan batubara hanya 

di Kecamatan Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, 

Selupu Rejang, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang. Namun, 

pada realitanya masih banyak kegiatan praktik tambang khususnya 

pertambangan Galian C, di luar Kawasan wilayah pertambangan dijadikan 

lokasi tambang batu dan pasir,salah satunya adalah Kecamatan Curup. 

Kegiatan pertambangan galian C (pasir) yang masih beroperasi terletak di 

Kecamatan Curup, tepatnya Kelurahan Talang Benih yaitu PT. Ryu Putra 

Perkasa. PT Ryu Putra Perkasa ini hingga saat ini masih aktif beroperasi 

dalam kegiatan tambangnya dengan izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang 

dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya koordinasi 

dengan pemerintah daerah1 

Adapun yang tidak memiliki izin seperti di bawah jembatan, daratan 

sehingga mengambil lahan bercocok tanam milik warga, dan di sekitar 

vegetasi penutup yang tidak sesuai dengan izin usaha serta para pelaku 

tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar sehingga sangat 

 
1 Beo, Sekda Tegaskan: Pemda Rejang Lebong Tidak Pernah Mengeluarkan Rekomendasi Tambang di 

Kelurahan Talang Benih. https://beo.co.id/sekda-tegaskanpemda-rejang-lebong-tidakpernah-
mengeluarkan-rekomendasitambang-di-kelurahan-talang-benih/ (Diakses pada 20 Mei2023) 
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merugikan pemerintah karena akan timbul ketidak jelasan tanggung jawab 

pelaksanaan reklamasi terhadap lahan bekas pertambangan tersebut. 

Padahal Kecamatan Curup bukan merupakan kawasan yang di peruntukan 

menjadi kawasan pertambangan mineral dan batubara (tambang galian C), 

melainkan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk kawasan budidaya 

tanaman pangan sebagaimana berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi : 

“Kawasan budidaya tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Curup, 

Curup Utara, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur, Bermani 

Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir dan 

Selupu Rejang2” 

Berdasarkan pasal di atas, Kecamatan Curup yang 

merupakanKawasan peruntukan pertanian dengan kawasan budidaya 

tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, dan tanaman 

pangan lainnya. Namun disayangkan, masih ada saja pihak yang melanggar 

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012, untuk 

melakukan kegiatan penambangan pada tambang batuan yang seharusnya 

bukan merupakan kawasan untuk di peruntukan menjadi kawasan 

tambang batuan, apabila hal ini tidak ditindaklajuti dan dibiarkan, maka 

dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar 

wilayah penambangan. Padahal secara tegas Pemerintah Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong sudah mengatur mengenai penataan ruang wilayah yang 

dibolehkan untuk melakukan kegiatan tambang batuan, maka dari itu 

penulis ingin mengetahui lebih lanjut terhadap penegakan hukum oleh 

Pemerintah Daerah Rejang Lebong terhadap tambang batuan yang bukan 

merupakan kawasan pertambangan, melainkan dikawasan bidaya tanaman 

pangan, serta Apa penghambat pelaksanaan penegakan hukum perizinan 

terhadap tambang batuan di Kecamatan Curup.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 

empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer3. 

Data primer yang diperoleh langsung dari respoden melalui penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk Penegakan Hukum 

Terhadap Pertambangan Batuandi Kecamatan Curup. Dengan demikian 

penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai Penegakan Hukum 

terhadap penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

 
2 Ibid., Pasal 32 
3 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta Bandung, 2012, hlm. 5 
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Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

KabupatenRejang Lebong Tahun 2012-2032.  

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan sosial atau das sein, 

karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari 

lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya 

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 

memaduhkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan 

data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu penegakan hukum terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. 

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif disini akan di gunakan 

beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan 

dan Pendekatan Historis. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pihak 

terkait yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM 

PTSP), Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR), Lurah Talang Benih, Pekerja Tambang Talang Benih. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah:  

a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Rejang Lebong  

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Kabupaten 

Rejang Lebong  

c. Lurah Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup  

d. Pekerja tambang PT. Ryu PutraPerkasa. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 

dua yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder:4 

1) Data primer  

Data primer yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber 

informasi yang dicari5. Subjek sebagai sumber informasi yang 

dimaksud dalam karya peneliti yaitu pihak-pihak yang terkait dengan 

penegakan hukum terhadap Pertambangan Batuan di Kelurahan 

Talang Benih Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian 

penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai penegakan hukum 

 
4 Abdurrahmad Fathoni, Op., Cit., hlm. 98 
5 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlml 91 
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terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun 2012-2032.  

2) Data Sekunder  

Data Sekunder yang diperoleh dari literatur, kitab undang-

undang, pendapat para ahli termasuk data-data atau dokumen-

dokumen dari internet dan buku penunjang lainnya yang berhubungan 

dengan penegakan hukum terhadap Pertambangan Batuandi 

Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu. Dengan 

demikian penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai 

pertambangan batuan, yang datanya berdasarkan penelitian langsung 

ke lokasi penelitian, sehingga mendapatkan data yang valid. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Studi Dokumentasi  

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum itu sendiri adalah studi 

terhadap dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan 

penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. Dengan demikian 

penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai Pertambangan 

Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Provinsi 

Bengkulu.  

b. Observasi/pengamatan  

Pada penelitian ini penulis mengunakan Teknik observasi secara 

langsung yaitu teknik pengumpulandata yang dilakukan oleh peneliti 

dengan mengadakan pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap 

gejala-gejala subyek yang diteliti, baik dalam situasi sebenarnya 

ataupun situasi buatan yang khusus diadakan.  

c. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. 

Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancaratidak merasa 

diwawancarasehingga mampu memberikan keterangan luas dan 

mendalam, pada saat wawancara, peneliti memberi pertanyaan yang 

telah disusun terlebih dahulu yang berkenaan dengan penegakan 

hukum terhadap Pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih 

Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu. 
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6. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah 

terkumpul lalu diolah. Pengelohan data pada umumnya dengan cara 

pemeriksaan, penandaan, rekostruksi dan sistematis data. Sehingga 

memudahkan pemahaman dan interpretasi data. diantaranya melalui tahap 

pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verikasi (veriying), 

analisis (analying) dan pembuatan kesimpulan (conluding).  

 

7. Metode analisis data  

Metode analisa yuridis kualitatif adalah analisa data yang dideskripsikan 

dengan mengunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir 

deduktif dan indukatif. Penggunaan metode mengambarkan pada adanya 

usaha mengenai seluruh data sesuai dengan pedoman rumusan masalah 

sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah, sedangkan 

pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris.  

 

HASIL PEMBAHASAN 

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 Dalam Kasus 

Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup  

A. Pengaturan Mengenai Terhadap Pertambangan Batuan  

Di Indonesia pengaturan mengenai rencana pola ruang wilayah 

terhadap pelanggaran atas kawasan peruntukan budidaya khusunya pada 

kawasan peruntukan pertambangan, telah diatur, melalui :  

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Penatagunaan Tanah.  

4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional.  

5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2030.  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun 2012- 2032.  

Berdasarkan peraturan di atas, secara tegas telah diatur mengenai 

pengaturan terhadap larangan pertambangan batuan di kawasan tertentu, 
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namun kondisi yang ada justru berbalik, dimana atas Kawasan budidaya 

diperuntukan untuk wilayah Kawasan budidaya tanaman pangan yang 

digunakan untuk peruntukan pertambangan batuan di Kecamatan 

Curup,telah melanggar Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, yang menyatakan bahwa 

“Kawasan budidaya tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Curup, 

Curup Utara, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur, Bermani Ulu, 

Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir dan Selupu 

Rejang”. 

Dalam hal permasalahan ini pada kasus pertambangan batuan yang 

dilakukan oleh PT. Ryu Putra Perkasa di Kecamatan Curup, yang mana 

berdasarkan regulasi yang ada, Kelurahan Talang benih ini hanya untuk 

diperuntukan menjadi kawasan budidaya tanaman pangan dengan tujuan 

bagian dari upaya untuk melindungi lahan pertanian pangan yang 

berkelanjutan, yang sama sekali tidak diperuntukan untuk menjadi 

kawasan pertambangan batuan. Hal tersebut karena akan mengakibatkan 

beberapa dampak lingkungan yang sudah dianalisis sebelumnya oleh 

pemerintah daerah. Berikut beberapa dampak yang akan terjadi jika 

Kawasan tanaman budidaya pangan di Kecamatan Curup dialih fungsikan 

menjadi Kawasan pertambangan:6 

a. Pengikisan tanah. Penambangan bahan galian golongan C dapat 

mengakibatkan pengikisan terhadap humus tanah, yang 

merupakan lapisan teratas dari tanah yang sangat penting untuk 

pertumbuhan tanaman  

b. Ketidaklayakan lahan Areal pertambangan pasir tidak memiliki 

lapisan top soil yang diperlukan untuk pertanian, sehingga lahan 

bekas tambang tidak layak untuk pertanian  

c. Kendala pemanfaatan lahan bekas tambang Ketidaksiapan 

masyarakat sekitar tambang untuk beralih usaha dapat menjadi 

kendala pemanfaatan lahan bekas tambang untuk budidaya 

tanaman pangan  

d. Kerusakan lingkungan 

Kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan, seperti daratan yang bolong-bolong dan peningkatan 

kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang 

tidak benar. 

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, penting untuk 

menjaga kawasan pertanian budidaya tanaman pangan agar tetap 

 
6 DLH Kabupaten Karang Anyar, Bahan Galian Golongan, 2018. 

https://dlh.karanganyarkab.go.id/2018/05/08/bahan-galian-golongan-c/  
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produktif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa lahan pertanian 

tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan batuan. Namun, 

berdasarkan fakta lapangan masih terdapat beberapa tambang pasir yang 

hingg saat ini masih aktif beroperasi dikawasan pertanian, salah satunya 

adalah Tambang Pasir Ryu oleh PT. Ryu Putra Perkasa. Tambang pasir Ryu 

oleh PT. Ryu Putra Perkasa ini terletak di Kelurahan Talang Benih yang 

berada di pertengahan Kawasan budidaya tanaman pangan aktif 

beroperasi sejak 2017 hingga sekarang tahun 2024.  

Berdasarkan hasil observasi lapangan, keterangan dari pihak 

tambang itu sendiri menyatakan bahwa pertambangan batuan) milik PT 

Ryu Putra Perkasa memang sejak awal sudah melakukan pengajuan izin 

tambang dan wilayah, namun sejak tiga tahun mereka hanya memiliki izin 

melakukan operasi tambang No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang 

didapatkan dari pemerintah pusat langsung, namun belum mendapatkan 

izin wilayah dari pihak pemerintahdaerah. Karena belum mendapatkan 

izin wilayah dari pihak pemerintah daerahyang berwenang atas wilayah 

Kabupaten Rejang Lebong, maka TambangPasir Ryu oleh PT. Ryu Putra 

Perkasa ini terindikasi melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong Nomor 08 tahun 2012-2032 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Rejang Lebong, dan hal tersebut merupakan tambang pasir 

illegal. 

 

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus 

Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup 

Analisa 

Upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2012-2032 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong telah dilakukan oleh pemerintah daerah 

dari satuan polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Rejang Lebong 

dan Kepolisian, sudah melakukan upaya dengan cara upaya represif. 

Upaya represif mencegah terjadinya akibat-akibat tertentu yang dapat 

ditimbulkan dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhinya. Di 

Kabupaten Rejang Lebong banyak titik pertambangan batuan illegal, di 

karenakan akibat dari pindahnya wewenang masalah pengurusan 

perizinan dari Daerah Kabupaten ke Provinsi sehingga masyarakat yang 

inginmembuka suatu usaha yaitu (pertambangan batuan) terlalu banyak 

proses untuk mendapatkan izin tersebut pada akhirnya masyarakat 

banyak mengambil jalan pintas yaitu dengan cara illegal7. 

 
7 Afnisardi, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong 
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Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan Pemerintah Daerah 

Rejang Lebong menegaskan tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi 

untuk PT RYU Putra Perkasa, guna mendapatkan izin melakukan kegiatan 

Penambangan Pasir di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup. elas 

berada dalam daerah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten 

Rejang Lebong, 2012-2032 bahwa sudah jelas wilayah Kecamatan Curup 

diperuntukan untuk kawasan budidaya Pertanian. Sehingga kini PT 

RYUPutra Perkasa, secara terbuka beroperasi terang-terangan melakukan 

kegiatan penambangan melakukan pengerukan, bahkan menggunakan 

alat berat Escaffator, kini kondisi riil, kerusakan lingkungan dalam lokasi. 

Berkaitan dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang) bertanggungjawab atas setiap pembangunan umum, layanan 

infastruktur. Tambang pasir yang illegal akan menyebabkan terjadinya 

tumpeng tindih dengan proyek jalan menunjukkan kompleksitas dalam 

perencanaan dan pengelolaan wilayah. Hal tersebut akan menyebabkan 

jalanan rusak, karena jalan pada Kawasan non-tambang ini, dalam 

perencaan Pembangunan jalan atau infrastruktur umum lainnya tidak 

diperuntukkan untuk alat berat dan bobot kendaraan yang diperuntukan 

untuk usaha tambang8. Maka penting peran dari PUPR untuk mengalisis 

setiap usaha atau bangunan yang akan dibangun dengan meperhatikan 

dampak yang akan terjadi sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan 

Daerah KabupatenRejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 

Dalam Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas 

PUPR Kabupaten Rejang Lebong yaitu berperan dalam rekomendasi 

izinuntuk izin usaha tambang. Pada kasus tambang pasir illegal yang 

terdapat di Kelurahan Talang Benih yang merupakan Kawasan budidaya 

tanaman pangan PT. Ryu ini tidak meminta surat rekomendasi apapun 

terkait dengan usaha tambang yang hingga saat ini masih beroperasi. Dan 

juga belum ada informasi ataupun aduan terkait dengan dampak negatif 

yang diberikan oleh tambang pasir PT. Ryu tersebut. Maka karena hal 

tersebut, Dinas PUPRKabupaten Rejang Lebong belum melakukan Upaya 

penegakan hukum apapun untuk menertibkan tambang pasi illegal PT. 

Ryu yang juga Sudah memiliki izin dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu 

dan kementrian. Dalam hal Satpol PP (Pamong Praja) dalam Upaya 

penegakan hukum terhap pelanggaran perda yang terjadi dikemukakan 

dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang 

Lebong. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa Satpol PP memiliki 

 
8 Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 

Rejang Lebong. 
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fungsi dalam pelaksanaan pengawasa, pembinaan, dan penegakan disiplin 

pada Satpol PP, serta pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan 

penegakan kode etik.  

Pentingnya kepastian hukum di dalam pertambangan ini bukan 

hanya semata-mata karena faktor ekonomi semata tetapi juga menyangkut 

tentang dampak dari penambangan pasir yang dilakukan setiap hari 

secara terusmenerus, baik itu secara langsung atau tidak langsung bisa 

mengakibatkan erosi lapisan tanah di dalam sungai yang sehingga akan 

berimplikasi kepada struktur bangunan di atasnya dan lingkungan di 

sekitarnya. Hal ini seolah tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian 

dari pihak aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah satuan polisi 

pamong praja yang bertugas mengontrol, mengawasi dan menertibkan 

kegiatan pertambangan pasir di Kelurahan Talang Benih Kabupaten 

Rejang Lebong. Perusakan alam tampaknya semakin merjalela dimana-

mana, pembalakan liar, pembakaran hutan, perusakan dan pencemaran 

lingkungan, dan lain sebagainya masih banyak di Kabupaten Rejang 

Lebong ini, salah satu dari sekian banyak perusakan alam, khususnya 

penambangan adalah adanya pertambagan batuan illegal seperti yang 

terjadi di Kelurahan Talang Benih, Kabupaten Rejang Lebong. 

Perusahaan pertambangan batuan yang berdalih bahwa sudah sejak 

beberapa tahun lalu melakukan kooridasi dengan pihak Kabupaten Rejang 

Lebong terkait dengan perizinan, namun masih diproses hingga saat ini. Di 

sini juga Peneliti berpendapat bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten 

Rejang Lebong terkesan menutup mata terhadap penegakan hukum 

pertambangan batuan illegal khususnya di Kabupaten Rejang Lebong yang 

di mana aktivitas tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan umum 

Kabupaten Rejang Lebong sehingga sulit membedakan antara 

pertambangan batuan yang legal dan Illegal dan juga berakibatkan 

banyaknya aktivitaspertambangan batuan yang illegal di Kabupaten 

Rejang Lebong yang terus menjamur dan merajalela 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam upaya 

penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten 

Rejang Lebong yaitu berperan dalam rekomendasi izin untuk izin usaha 

tambang. Pada kasus tambang batuan illegal yang terdapat di Kelurahan 

Talang Benih yang merupakan Kawasan budidaya tanaman pangan PT. 

Ryu ini tidak meminta surat rekomendasi apapun terkait dengan usaha 

tambang sehingga saat ini masih beroperasi. Dan juga belum ada informasi 

ataupun aduan terkaitdengan dampak negatif yang diberikan oleh 

tambang pasir PT. Ryu tersebut. Maka karena hal tersebut, Dinas PUPR 

Kabupaten Rejang Lebong belum melakukan Upaya penegakan hukum 

https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
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apapun untuk menertibkan tambang illegal PT. Ryu yang juga Sudah 

memiliki izin dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan kementrian. 

 

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus 

Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup  

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus 

Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup  

Untuk keberlangsungan terhadap fungsi sebagai kawasan budidaya 

untuk peruntukan yang seharusnya, perlu dikendalikan agar dapat 

dicapaikeadaan yang baik antara fungsi kawasan bududaya dan 

kehidupan manusia. Agar fungsi yang sesuai dengan kawasan budidaya, 

maka aktifitas yang berkembang di sekitarnya, dan kegiatan pemanfaatan 

dan peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di kawasan 

budidaya tersebut, dapatmemberikan hasil secara optimal sekaligus 

menjaga kelestarian kawasan budidaya yang mana untuk diperuntukan 

yang seharusnya pada lingkungan itu sendiri. Ketidak tahuan pemerintah 

dan aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam penegakan 

hukum terhadap pelaku pertambangan batuanillegal di Kelurahan Talang 

Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan uraian 

di atas, dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR 

Kabupaten Rejang Lebong, satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) 

Kabupaten Rejang Lebong dan kepolisian terhadap kawasan budidaya 

untuk peruntukan yang seharusnya dalam kawasan peruntukan tanaman 

dan panggan yang dijadikan menjadi kawasan peruntukan pertambangan, 

dapat dibagi menjadi dua yaitu kendala Hukum dan non- hukum yaitu 

sebagai berikut :  

1. Non-Hukum  

a. Adanya kawasan peruntukan tanaman pangan yang dijadikan 

menjadi kawasan peruntukan pertambangan, tidak menutup 

kemungkinan adanya kerusakan-kerusakan lain yang akan 

dialami pada kawasan tersebut, salah satunya adalah 

menurunnya jumlahirigasi persawahan. Menurunnya jumlah 

kawasan yang diakibatkan kerusakan apaila dilakukan secara 

terus menerus.  

b. Terjadi permasalahan yang akan berakibat kerusakan pada 

kawasan tersebut. 

2. Hukum:  
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a. Tidak dapat menjadikan kawasan peruntukan tanaman pangan 

sebagai tata guna lahan kawasan yang diperuntukan yang 

sesungguhnya  

b. Tidak bisa melaksanakan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2010-2030.  

c. Peraturan mengenai Kawasan Budiaya berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong: Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.  

 

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus 

Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup  

Dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa fakor-faktor yang 

mempengaruhinya. Seperti yang di ungkapkan oleh lawarance M. 

Friedman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu 

:9 

1. Struktur Hukum  

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang 

bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan 

formalnya dan melihat bagaimana proses hukum itu dijalankan. 

Struktur hukum meliputi badan eksek utif, legislatif dan yudikatif 

serta lembaga- lembaga terkait. Dalam hal ini struktur hukum yang 

dalam permasalahanterhadap terhadap pelanggaran Perda No. 8 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang 

Lebong dalam kasus pertambangan batuan di Kecamatan Curup 

sebagai pelaksananya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) dan bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Rejang 

Lebong sebagai pelaksana penegakan hukum peraturan daerah 

Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki wewenang sehubungan 

dengan peruntukan kawasan budidaya pertambangan batuan10. 

2. Subtansi Hukum 

Subtansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang 

digunakan para pelaku hukum saat ia melakukan perbuatan-

perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Peraturan mengenai 

larangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

 
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 154 
10 Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 

Rejang Lebong. 
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Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, dan juga perlindungan-

perlindungan yang ditetapkan dalam peraturan telah diatur cukup 

jelas.  

3. Faktor Budaya 

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur 

agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya terhadap orang lain. Sebenarnya 

faktor budaya hukum ini hampir mirip dengan faktor masyarakat, 

hanya saja di dalam faktor budaya hukum ini lebih ditekankan 

mengenai masalah sistemnilainilai yang ada di tengahnya masyarakat. 

Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat membuat 

semakin banyaknya tindakan yangmelanggar ketentuan-ketentuan 

hukum yang telah diatur dalam undang- undang maupun peraturan 

daerah lainnya, masyarakat yang tidak terbiasa di dalam mengurus 

administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas 

penambangan pasir illegal ini, ditambah lagi adanya ketentuan dalam 

Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko dan Non yang menyatakan bahwasanya 

segala perizinan dilimpahkan ke kantor Gubernur yang semakin 

membuat masyarakat penambang pasir di Kabupaten Rejang Lebong 

ini semakin enggan untuk mengurus izin usaha untuk melakukan 

pertambangan ini. 

4. Masyarakat 

karena masyarakat merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dan 

keadilan didalam peraturan tersebut, hal ini diperkuat dari 

pernyataan salah satu penambang yang berdomisili di 

desa/kelurahan tersebut yang mengatakan bahwa dalam pengurusan 

perizinan hanya menambah bebanbagi mereka dan biaya yang tidak 

sedikit, ditambah lagi hampir seluruh dari pelaku kegiatan 

pertambangan ini pendidikannya hanya sampai di jenjang sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama saja sehingga mereka tidak 

mengetahui dan tidak terlalu memperdulikan perihal pengurusan 

administrasi atau izin dalam kegiatan pertambangan ini, sehingga 

sampai sekarang masih banyak kita dapati kegiatan pertambangan 

liar ini. 

Dari beberapa faktor di atas, akan menentukan bagaimana proses 

penegakan hukum di masyarakat sekaligus menertibkan masyarakat. 

Kegagalan pada satu komponen akan berpengaruh pada faktor-faktor 
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lainnya11. Jika peraturan hukum atau subatansi dan pola yang 

memperlihatkan mengenai bagaimana hukum itu dijalankan menurut 

ketentuan formalnya telahberjalan secara berdampingan atau selaras, 

maka bila ada faktor lain yang tidak berjalan dengan baik akan 

mengakibatkan penegakan hukum yang kurang baik. Seperti halnya 

budaya masyarakat, jika telah membudaya untuk tidak mematuhi 

hukum atau terlalu menganggap mudah hukum. 

 

PENUTUP 

1) Kesimpulan 

a) Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, dalam 

kasus pelanggaran yang dilakukan PT. Ryu Putra Perkasa telah 

dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu satuan Polisi Pamong Praja 

(SATPOL PP) Kabupaten Rejang Lebong dan Kepolisian telah 

mekakukan penutupan tambang sesuai instruksi Bupati Rejang 

Lebong pada tahun 2018. Selanjutnya Dinas PUPR Kabupaten Rejang 

Lebong belum melakukan upaya penegakan hukum apapun untuk 

menertibkan tambang pasir illegal PT. Ryu karena telah memiliki izin 

dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan Kementrian. 

b) 3 Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun 2012-2032, yaitu pertama faktor struktur hukum 

seperti Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Rejang Lebong belum 

melakukan upaya apapun dalam penegakan hukum terhadap 

pelanggaran perda yang terjadi dan juga didasari belum adanya 

laporan warga dan koordinasi dinas terkait, kedua yaitu faktor 

substansi hukum dalam penegakan hukum tidak terdapat masalah 

dan telah mencakup substansi hukum yang tepat. Ketiga yaitu faktor 

budaya dan masyarakat dimana tingkat kepatuhan terhadap ketaatan 

aturan masyarakat masih rendah. 

 

2) Saran 

a) Pemerintah Derah Provinsi dan Pemerintah Daerah hendaklah harus 

lebih berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik sehingga dalam hal 

 
11 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 

2009 
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upaya penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012. 

b) Terkait hambatan penegakan hukum seperti beberapa faktor yang 

telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya hendaklah Pemerintah 

Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai kegiatan 

pertambangan ini agar masyarakat menjadi mengerti dan mengetahui 

tentang proses pengurusan perizinan pertambangan ini dan 

mengetahui dampak buruknya dari pertambangan illegal dan 

mengetahui hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. 
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